
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

PENAHANAN & FAIR TRIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 
SELAMA PANDEMIK COVID-19 

POLICY 
BRIEF 

(7 MEI 2020) 

Situasi COVID- 19 telah menuntut APH untuk ikut 

melakukan langkah pencegahan penyebarannya, 

terutama di tempat- tempat penahanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan 

tempat penahanan memiliki ruang yang cukup 

bagi tahanan untuk menjaga jarak. Faktanya 

jumlah tahanan di Rutan/Lapas per 7 Mei 2020 

masih dalam kondisi overcrowding . 

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan 

(SDP) tercatat sebanyak 49.501 tahanan dengan 

kapasitas ruang 33.782. Tempat penahanan lain 

seperti  di kantor polisi juga mulai mengalami 

overcrowding , seperti di Polresta Samarinda, 

Polres Kebumen, Polres Bukittinggi , Polres 

Muara Enim, dan Polres Kapuas. Sedangkan, 

ditengah kondisi overcrowding , APH tidak lepas 

dari penambahan tahanan, karena pada 

dasarnya kejahatan tidak akan pernah berhenti, 

terlebih pada situasi krisis.  (Caughron, 2016).  

Oleh sebab perlu ada strategi untuk mengurangi 

tahanan agar potensi penyebaran di tempat-

tempat penahanan dapat dicegah sedini 

mungkin. Alternatif penahanan menjadi opsi 

sebagai upaya selektif dalam mengurangi 

jumlah tahanan dalam pelaksanaan sistem 

peradilan pidana. 

Per 1 Mei 2020, Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan telah mengeluarkan 39.193 

narapidana dan mengambil langkah menutup 

Rutan/Lapas dari tahanan baru. 

POLRI memerintahkan jajarannya agar 

selektif dalam memproses tindak pidana. 

Dalam waktu yang bersamaan, sebagai 

upaya menjaga keamanan dan situasi 

kondusif saat pandemik, Kapolri telah 

mengeluarkan telegram berkaitan dengan 

penindakan kejahatan potensial saat 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

 PENDAHULUAN 

 TEMUAN & ANALISIS 

Penahanan dalam SPP di Tengah COVID- 19 

Secara global, bahkan sebelum COVID- 19, isu fair trial  hampir selalu fokus pada over- policing yang 

dilakukan oleh Pihak kepolisian (Amnesty International, 2020). Mulai dari penangkapan dan penahanan 

tanpa dasar hukum yang kuat, hingga ketidaklayakan tempat penahanan yang menghambat akses 

terhadap kesehatan (OHCHR, 2003). Perspektif tough on crime yang dipegang oleh APH bisa jadi memiliki 

pengaruh besar terhadap kecenderungan untuk selalu mengedepankan penahanan dan pemrosesan 
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Kejaksaan Agung RI menginstruksikan agar 

jajarannya mempertimbangkan pemberian 

pengalihan/penangguhan penahanan 

berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan 22 KUHAP. 
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seluruh jenis kejahatan (Whitehead, 2017). Meskipun pada dasarnya, hal itu 

dilakukan demi melindungi masyarakat dari kejahatan, dalam kondisi 

COVID- 19 yang menular, penangkapan, kondisi penahanan yang penuh, 

akses terhadap kesehatan yang terbatas, dan kontak terus menerus bisa 

menjadi boomerang bagi APH, Negara maupun masyarakat sipil. 

Sejauh ini Pihak Kepolisian, sudah mengatakan kepada jajarannya untuk 

selektif dalam menangani tindak pidana, khususnya dalam menentukan 

penahanan. Meskipun demikian, belum ada instruksi yang tegas mengenai 

kejahatan- kejahatan seperti apa yang perlu dikecualikan untuk diproses. 

Begitu pula dengan instansi lain yang memiliki kewenangan penahanan, yakni 

Kejaksaan dan Mahkamah Agung, belum mengeluarkan pedoman terhadap 

kasus seperti apa yang dapat didahulukan untuk diterapkan alternatif 

penahanan. Kriteria penahanan dalam KUHAP Pasal 21 belum cukup untuk 

memberikan daya tekan kepada APH untuk menerapkan alternatif 

penahanan. 

Secara global, negara- negara di dunia mulai memberlakukan kebijakan 

khusus dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Beberapa negara 

bagian di Amerika mulai mengurangi penangkapan terhadap pelaku 

kejahatan ringan untuk meminimalisasi penyebaran COVID- 19. Departemen 

Kepolisian yakni di San Fransisco dan Chicago misalnya, memutuskan 

bahwa terhadap kejahatan ringan yang tidak menimbulkan korban dan 

membahayakan masyarakat hanya akan dilakukan peneguran dan bukan 

lagi penangkapan. Hal ini disebabkan karena banyaknya polisi yang tertular 

COVID- 19. Kontak fisik langsung dengan masyarakat umum, terutama saat 

penangkapan dikatakan menjadi penyebab utama (Washington Post, 2020). 

Sedangkan Office of the Attorney General Washington mengeluarkan 

memorandum untuk seluruh departemen kejaksaan di Amerika agar efektif 

dalam melakukan penahanan. Memorandum tersebut menjelaskan bahwa 

penahanan tidak lagi dapat dilakukan seperti dalam keadaan normal, 

terutama terhadap pelaku kejahatan yang tidak membahayakan publik, 

berisiko rendah untuk melarikan diri, dan yang rentan terjangkit COVID- 19. 

Kepolisian Philadelphia menerapkan penangguhan penahanan terhadap 

semua kejahatan narkotika, pencurian ringan, kejahatan ekonomi, dan 

pencurian kendaraan, kecuali pihak kepolisian berpendapat bahwa 

tersangka punya potensi untuk membahayakan masyarakat (Outlaw, 2020).  

European Committee juga mengeluarkan Statement of Principles tentang 

Penanganan Orang yang Dirampas Kebebasan selama COVID- 19 (European 

Committee, 2020). Dalam poin 5, dijelaskan bahwa dalam situasi 

overcrowding  maka diwajibkan untuk menerapkan alternatif penahanan, 

early release, atau pengurangan hukuman. Belanda bahkan memberlakukan 

alternatif penahanan pada Tersangka yang mengangkut 28 kg heroin, dengan 

pertimbangan orangtua Tersangka rentan COVID- 19 dan butuh perawatan 

khusus (Maastritch, 2020). Pada dasarnya, kondisi pandemik, situasi di 

tempat penahanan yang kurang memadai, maupun risiko ekonomi dan sosial 

akibat COVID- 19 harus menjadi pertimbangan utama untuk menerapkan 

alternatif penahanan, kecuali pada kejahatan kekerasan. 
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Di Indonesia, alternatif penahanan dapat 

dilakukan apabila memenuhi syarat subjektif dan 

objektif pasal 21 ayat KUHAP. Syarat objektif 

adalah penahanan hanya bisa dilakukan pada 

tersangka atau terdakwa yang diancam 5 tahun 

atau lebih. Seorang tersangka atau terdakwa yang 

memenuhi syarat objektif pada prinsipnya dapat 

ditahan. Namun untuk melakukan penahanan 

tersebut, APH perlu mempertimbangkan syarat 

subjektif nya yakni adalah apabila tersangka atau 

terdakwa diduga akan melarikan diri, merusak 

atau menghilangkan alat bukti. Namun karena 

belum ada instrumen atau batasan yang jelas 

mengenai potensi melarikan diri, merusak dan 

menghilangkan alat bukti, APH sering kali 

menahan seseorang yang bahkan tidak memiliki 

potensi tersebut .  

Dalam situasi COVID- 19, penahanan yang tidak 

dibatasi akan membahayakan keselamatan 

semua pihak. Oleh sebab itu pemenuhan syarat 

subjektif harus dilakukan dengan hati- hati dan 

selektif . Syarat subjektif juga harus 

mempertimbangkan potensi bahaya dari 

kejahatan yang dilakukan, status kediaman 

tersangka/terdakwa, potensi ekonomi  untuk 

membantu melarikan diri, atau kejahatan yang 

pernah dilakukan sebelumnya (Gouldin, 2018). 

Terhadap mereka yang diputus tidak ditahan, 

maka alternatifnya adalah dengan 

memberlakukan penahanan rumah dan kota atau 

ditangguhkan (Pasal 22 dan Pasal 31 KUHAP). 

Hakim, Jaksa dan Penyidik tentu berperan penting 

dalam keputusan dalam pemberian alternatif 

penahanan. Sedangkan terdakwa yang sudah 

ditahan dan dalam pemeriksaan persidangan juga 

dapat dikeluarkan atas perintah pembebasan dari 

hakim berdasarkan Pasal 26 ayat (3) KUHAP 

karena penahanan tidak lagi diperlukan untuk 

kepentingan pemeriksaan. Begitu pula hakim 

dapat melakukan perintah pengeluaran terhadap 

tahanan yang ditahan tidak memenuhi syarat 

objektif penahanan. Tahanan yang sudah habis 

masa tahanan, tidak lagi dapat diperpanjang, dan 

tidak berbahaya juga harus segera dikeluarkan. 

Selain itu  untuk meminimalisasi jumlah perkara, 

Kejaksaan dapat mengesampingkan penuntutan  

(seponering) 

Di samping itu Rutan/Lapas perlu dibuka 

kembali untuk menampung tersangka yang 

harus ditahan berdasarkan jenis kejahatannya. 

Keputusan ini tentu bermaksud untuk 

mencegah terjadinya penularan Covid- 19 di 

tempat penahanan kepolisian, sehingga 

Lapas/Rutan perlu membuat tempat khusus 

bagi tahanan baru. Langkah ini untuk 

mengantisipasi kejahatan serius yang hampir 

tidak mungkin dihindari setiap tahunnya, 

terlebih dalam kondisi pandemik Covid- 19 yang 

memungkinkan lahirnya pelanggaran hukum 

baru (Becker, 1968). Sulitnya akses pangan 

sendiri berkorelasi kuat pada naiknya angka 

kejahatan dengan kekerasan (Blankenberger, 

2016). Penahanan akan tidak terhindarkan 

terhadap pelaku kejahatan kekerasan yang 

dapat membahayakan publik (i.e. pencurian 

dengan senjata api, penganiayaan, perkosaan, 

pembunuhan, dan extraordinary crime  seperti 

terorisme, korupsi, pengedar narkoba). 

demi kepentingan umum berdasarkan Pasal 35 

huruf c UU Kejaksaan RI. Kepentingan umum 

yang dimaksud dapat diartikan sebagai risiko 

penyebaran COVID- 19 di tempat tahanan yang 

dapat membahayakan keselamatan APH, 

petugas medis yang datang,  tersangka/  

terdakwa  maupun masyarakat luas.  Hal ini perlu 

dipertimbangkan sebagai salah satu upaya untuk 

mengatasi lonjakan kasus terutama untuk 

kejahatan tidak serius dan victimless crime  yang 

dapat menyebabkan overcrowding.  

 

Sumber: Tribunkaltim.co 
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 Fair-Trial dalam Persidangan saat COVID-19 

Di samping penahanan, persidangan akan terus dilanjutkan dengan teleconference. Mahkamah Agung 

mengeluarkan surat yang menginstruksikan agar persidangan tetap berjalan melalui teleconference , 

sedangkan Kejaksaaan Agung menerbitkan Surat Jaksa Nomor B- 053/A/SUJA/04/2020 mengenai 

pelaksanaan sidang online terhadap 1509 kasus pidana di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut maka 

perlu diberikan perhatian khusus dalam pelaksanaannya. Di berbagai negara, akibat COVID- 19, proses 

persidangan justru tidak dilanjutkan. Hal ini disebabkan oleh keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

melaksanakan persidangan sesuai dengan prinsip fair - trial.  Di Inggris misalnya, karena peradilan 

dilakukan dengan sistem jury , kejahatan- kejahatan berat ditunda prosesnya hingga waktu yang tidak 

ditentukan (Independent, 2020), sedangkan sidang dengan teleconference hanya dilakukan untuk kasus-

kasus ringan. Begitu juga di US, persidangan hanya dilakukan untuk kasus- kasus tertentu yang diatur 

dalam Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act).  

Saat ini mekanisme sidang teleconference  dilakukan dengan menghadirkan terdakwa secara online dari 

tempat penahanan, sedangkan penasihat hukum, jaksa, dan hakim kesemuanya berada di dalam ruang 

sidang. Prosedur lengkapnya masih dalam tahap penyusunan oleh Mahkamah Agung (The Jakarta Post, 

2020). Harapannya, agar dapat menjamin persidangan yang adil dan tanpa mengabaikan hak- hak 

terdakwa, maka prosedur tersebut setidaknya harus memuat enam (6) isu fair - trial  dalam persidangan 

sebagai berikut: 

2 

Akses terhadap penasihat dan pendamping   

hukum saat persidangan. Berkaitan dengan akses 

terhadap penasihat dan pendamping hukum, Pasal 

54 KUHAP menjamin bahwa terdakwa berhak atas 

pendampingan hukum, sedangkan teleconference 

menghambat komunikasi langsung antara 

penasihat hukum dengan terdakwa karena berada 

di lokasi yang berbeda. Penyediaan ruang khusus di 

lingkungan yang aman dan terpisah untuk untuk 

memberi keleluasaan bagi terdakwa dan penasihat 

hukum di tempat penahanan untuk berkomunikasi 

dengan leluasa akan sangat diperlukan. 

Akses Terdakwa terhadap informasi. Agar  

dapat melakukan pembelaan, terdakwa perlu 

mengakses dokumen pengadilan. Oleh sebab itu, 

pengadilan dan tempat penahanan perlu 

memberikan akses elektronik kepada terdakwa 

tanpa dikenakan biaya. 

Asas praduga tak bersalah. Pada saat persidangan 

secara online, kesan latar yang netral menjadi penting, 

hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa terdakwa 

tidak sedang dalam keadaan ditahan. 

Partisipasi Terdakwa yang efektif. Terdakwa  

memiliki hak dalam persidangan untuk melakukan 

pembelaan. Oleh sebab itu sidang teleconference juga 

harus memastikan bahwa terdakwa tidak kurang 

terwakili. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menstandardisasi alat yang akan digunakan untuk 

melakukan sidang teleconference. Fasilitas, bantuan 

teknis, dan prosedur penggunaan teleconference juga 

perlu dipersiapkan di pengadilan, tempat penahanan, 

maupun di kediaman tahanan rumah/kota.  

 

Akses fasilitas tertentu untuk terdakwa  

dengan kebutuhan khusus. Institusi peradilan juga 

tetap harus mengakomodasi pendampingan bagi 

terdakwa yang kesulitan mengikuti sidang 

teleconference. Interpreter atau penerjemah 

diharapkan berada di satu ruangan dengan Terdakwa.  

 

Sidang yang terbuka untuk umum. Prinsip  

sidang pidana yang terbuka untuk umum harus 

diterapkan, sebagaimana telah ditentukan dalam 

Pasal 14 (1) ICCPR. Hal ini dilakukan agar monitoring 

dari khayalak umum untuk dapat memastikan jalannya 

sidang dengan adil dapat terlaksana. Di masa 

pandemik, persidangan yang terbuka untuk umum 

dapat dilakukan dengan membuka akses terbatas bagi 

persidangan di pengadilan, atau melakukan live-

streaming.  
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Dalam situasi COVID- 19, APH telah 

melakukan hal- hal istimewa dalam 

melaksanakan sistem peradilan pidana. 

Secara global, partisipasi peradilan pidana 

dalam memperlambat penyebaran virus 

adalah dengan menghentikan penangkapan 

dan penahanan untuk tindak pidana ringan, 

early release untuk narapidana, dan 

penangguhan penahanan terhadap pelaku 

kejahatan tidak serius. Begitu pula di 

Indonesia, segenap unsur penegak hukum 

telah mengeluarkan instruksi khusus untuk 

memperlambat penyebaran virus. Beberapa 

diantaranya adalah memaksimalkan 

alternatif tahanan rumah dan kota dan 

melakukan penangguhan penahanan 

kepada para tahanan. Sedangkan Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan setelah 

membatasi masuknya tahanan baru dan 

melarang tahanan keluar, juga telah ikut 

serta dalam pelaksanaan sidang online 

bersama dengan APH lainnya.  

Alternatif maupun penangguhan dapat 

dilakukan berdasarkan pertimbangan 

syarat subjektif berdasarkan  jenis 

kejahatan yang dilakukan apakah 

membahayakan masyarakat, status 

kediaman tersangka/terdakwa, potensi 

ekonomi untuk membantu melarikan diri, 

atau kejahatan yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Sedangkan untuk 

mengantisipasi naiknya kejahatan 

kekerasan yang mungkin terjadi akibat 

potensi krisis pangan, pemerintah perlu 

membuka lagi Rutan/Lapas khusus untuk 

menampung pelaku kejahatan selama 

COVID- 19. 

  REKOMENDASI 

APH memaksimalkan alternatif penahanan dengan 

tahanan kota atau tahanan rumah, dan mengurangi 

jumlah tahanan yang ada dengan melakukan 

penangguhan penahanan dengan sistem jaminan di 

setiap level, yakni penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan pengadilan dengan mempertimbangkan 

kasus- kasus kejahatan ringan bukan kekerasan, 

status kediaman tersangka/terdakwa, potens i 

ekonomi untuk membantu melarikan diri atau 

kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya. 

APH melakukan perintah pengeluaran tahanan oleh  

Hakim/Pengadilan, apabila penahanan tidak lagi 

diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, dan pada 

kejahatan- kejahatan tidak serius, dan 

mengesampingkan penuntutan (saponering) untuk 

kejahatan tidak serius dan victimless crime ; 

APH menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi 

penambahan tahanan baru yang dalam proses 

pemidanaan untuk kejahatan kekerasan seperti 

perkosaan, pembunuhan, dan extraordinary crime  

seperti terorisme , korupsi, maupun pengedar narkoba, 

dengan menyiapkan lapas/rutan khusus atau blok 

khusus dalam rangka mencegah terjadinya 

penyebaran Covid- 19; 

Mahkamah Agung beserta seluruh jajarannya perlu 

memastikan enam (6) isu fair trial dalam pedomannya 

yang sedang disusun, yakni akses terhadap penasihat 

dan pendamping hukum saat persidangan, partisipasi 

terdakwa yang efektif, akses terdakwa terhadap 

informasi, akses praduga tak bersalah, akses fasilitas 

tertentu untuk terdakwa dengan kebutuhan khusus, 

dan asas sidang yang terbuka untuk umum. 

Terlaksana dan terpenuhinya fair - trial  dengan cara ini 

diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, meski 

sedang di tengah pandemik.  
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